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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menggarisbawahi kembali, pertama, urgens! peninjauan 
kembali format pemilil)~l!~umum, sistem kepartaian, dan format po!itikQrde E1am pada 
umumnya, sehingga pemilihan umum bisa menjadi iembaga demokratis yang 
memungkinkan rakyat berdaulat. KedulI, dalam konteks struktur dan proses pemilihan 
umum, peninjauan kemball itu berkaitan dengan pembatasan keter1ibatan pemerintah dalam 
semua tahap pemilihan umum di satu pihak, dan peningkatan ke!er1ibatan serta partisipasi 
masyarakat, termasuk OPP, di lain pihak. Sebab harus diakui, penyimpangan terbesar 
pemilihan-pemilil1an umum yang diadakan di bawah Orde Baru bersumber pada dominasi 
pemerintah yang amat bertebil1an di dalam struktur maupun proses pemilihan umum. 
Ketiga, fungsi-fungsi pemilihan umum harus terus diper1uas agar tidak sekedar sarana 
legitimasi politik bagi pemerintah, ter1ebih bilamana legitimasi politik yang dicapal itu baru 
bersifa! formal-prosedural. Tertalu besar biaya sosial, politik, dan ekonomi yang dikeluarllan 
jika lungsi pemilihan umum hanya untuk melegitimasikan kekuasaan pemerintah. Keempat, 
penundaan perbaikan danlatau perubahan format pemilihan umum berikut sistem politik 
yang mendasarinya tentulah akan terus memperbesar biaya 50sial, politik, dan ekonomi 
yang akan ditanggung bangsa Indonesia di masa depan. Gejala kekerasan politik, 
pergesekan massa pendukung OPP, dan kerusuhan yang marak bisa jadi adalah sebagian 
"uang muka" dari biaya yang harus ditanggung itu. 
Penggalian data dalam penelitian ini dilakukan melalui rise! perpustakaan (library 
research). Dari data yang diperoleh itu kemudian diseleksi dan dianalisis secara deskriptif 
historis kualitatif. 
Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, menghasilkan kesimpulan 
bahwa problemalik mendasar pemilu-pemilu Orde Baru berkaitan dengan ter1alu kuatnya 
dominasi dan intervensi pemerintah-yang anlara lain dalam kerangka mempertahankan 
sistem kepartaian hegemonis yang memandulkan sistem kepartaian sepanjang kekuasaan 
Orde Baru-oaik dalam s!ruktur maupun proses pemilu. Valtu secara garis besamya, 
dengan menciptakan restrukturisasi kehidupan poli!ik (sistem dan format pemilu) yang 
sanga! cenderung mema~inalisasikan ketertibatan (kontrol) rakyat di satu pihak, dan 
menomorsatukan peran pemerintah secara bertebihan di lain pihak. 
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